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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SUKAMAJU

Jalan Imam Bonjol No. 01 Kecamatan Sukamaju

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Sukamaju yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (¢) Laporan Perubahan Ekuitas;
(d) Neraca; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019,

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan

keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Sukamaju, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN,

Ak MUHAMMAD PAJAR, SP
PKT. : Pembina Tk. I
NIP. : 19651231 198711 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SUKAMAJU

Jalan Imam Bonjol No. 01, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara

SUKAMAJU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena
berkat rakhmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Kecamatan
Sukamaju untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dapat
diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan Laporan Keuangan yang
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah memenuhi tuntutan
perundang-undangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang — Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang - Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
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Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara serta
Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan ini meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Laporan Opersional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK). Dengan penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan
dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang
lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwuju
pmmrintahan yang baik “Good Governance”.
ma tidak mpm dari bemgu kek erbag




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

y P I
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Maksud penyusunan Laporan Keuangan.
Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan

peraturan perundang - undangan khususnya terkait dengan pengelolaan
keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak
eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupetan Luwu Utara
bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Utara.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan Good Governance
yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna
menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan
Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di
tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan
ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan

cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan.


















PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka Kebijakan Akuntansi SKPD
Kecamatan Sukamaju sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Utara yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umu
(general purpose financial statements) dalam rangka menwﬁmm
lamran Iaeuamn baik terhadap anggaran, antar :

-5 W mncapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh f
- dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keu:
persyaratan minimum isi laporan keuangan. ; '

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk
memenuhi  kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.Pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang
lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

akuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sert;a ,
kﬁuaman ik tujuan umum adalah mran yang‘ ﬁm'




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Entitas
pelaporan yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas
akuntansi yaitu Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan
PPKD. - Wi
Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD o

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Talmn 1&%&
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Basis
akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD Kecamatan Sukamaju yaitu
basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

4 c::sis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui
- atatbep::: ngs:::th t::j::if;y:u at::amaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
ngkungan gan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas
diterima atau dibayar oleh kas daerah.
Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD
s Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31

Y TS




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Pengukuran pos - pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang

Rupiah.Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih

dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang

Rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar

akuntansi pemerintahan SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang - undangan yang

mengatur keuangan daerah, antara lain :

a.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khusunya bagian yang mengatur
Keuangan Negara ( khsusnya pasal 23 ayat 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang - undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat );

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran |) tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor
151 ).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB V
PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan

245

5.1.2

Pendapatan

Pencapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar
Rp.177.852.600,- terealisasi sebesar Rp.165.102.600,- atau 92,83%.

Belanja

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar
Rp.2.818.232.000,- terealisasi sebesar Rp.2.816.530.516,- atau 99,94%. Realisasi
Belanja Daerah sebesar Rp.2.816.530.516,- dialokasikan untuk :

No. Kelompok Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) (%)
a. |Belanja Operasi 2.762.704.200,00 2.761.002.716,00 99,94
b. |Belanja Modal 55.527.800,00 55.527.800,00 0,00

Jumlah Belanja 2.818.232.000,00 2.816.530.516,00 99,94

a. Belanja Operasi.
Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar
Rp.2.762.704.200,- terealisasi sebesar Rp.2.761.002.716,- atau 99,94%.
Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.2.761.002.716,- dialokasikan untuk :

No. Jenis Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) (%)

a. |Belanja Pegawai 2.108.332.000,00 2.108.309.820,00 | 100,00

b. |Belanja Barang 654.372.200,00 652.692.896,00 | 99,74
Jumlah belanja operasi 2.762.704.200,00 2.761.002.716,00 | 99,94

b. Belanja Modal.
Belanja Modal dalam tahun anggaran 2019dianggarkan :

No. Jenis Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) (%)
a. |Belanja peralatan dan mesin 55.527.800,00 55.527.800,00 | 100,00
Jumlah belanja Modal 55.527.800,00 55.527.800,00 | 100,00

5.1.3 Pendapatan-LO

Pencapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.165.102.600,- atau
92,83%.




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

5.1.4 Beban-LO
Jumlah Beban-LO SKPD Kecamatan Sukamaju per 31 Desember 2019 adalah Rp.
2.798.949.719,23,- yang terdiri dari :

BEBAN 2.798.949.719.23

Beban Pegawai 2.093.868.491,00

Beban Barang dan Jasa 652.321.087,23

Beban Penyusutan dan Amortisasi 52.760.141,00
5.1.5 Aset

Total Aset SKPD Kecamatan Sukamaju per31Desember 2019 adalah
Rp.1.017.608.824,67dan untuk per 31 Desember 2018 Rp.1.035.379.302,90yang

terdiri atas : : B - 2l
No. Kelompok Asset 2019 | 2018 __ e, 7]
a. |Aset lancar 1.043.287,67 1.034.758,90 | |
b. |Aset Tetap 1.016.565.537,00 1.034.344.544,00
| c. |Aset Lainnya ‘. P
Jumlah Aset 1.017.608.824,67 1.035,379.302,90
a. Aset Lancar.
Total Aset Lancar SKPD Kecamatan Sukamajuper 31Desember2018 adalah Rp.
1.034.758,90,-dan untuk per 31 Desember 2019 Rp.1.043.287,67,- yang terdiri
atas :
No. Jenis Asset | 2019 2018 (%)
a. |Kas = 1. - ol'
_b. |Belanja Bayar Dimuka 573.287,67 564.758,90 0,99
_c. |Persediaan 470.000,00 470.000,00 | 1,00}
_ Jumlah Aset Lancar 1.043.287,67 1.034.758,90 0,99
Kas SKPD Kecamatan Sukamaju per 31 Desember 2019 terc ol oLt
iy o] bendahara pengeluaran sebesar Rp.0, - B __'jfﬁ’i""
. : _ b. Aset Tetap. M e L A

o

Py % Aset Tetap

o

%

% 7 s '.{-!'

Rp.‘i @16.56&53?@00 _w'm










PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

I. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang
Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

J. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2006 Nomor 5);

l.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor16 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor07Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor7);

N. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten

Luwu Utara Tahun 2018 Nomor66);

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor40Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 Tentang PenjabaranAnggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor40);



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SKPD KECAMATAN SUKAMAJU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Penyusunan laporan keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan yang terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Faon o




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

R Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
1 4.01 Administrasi Pemerintahan
: 4.01.14 Kecamatan Sukamaju
Sub Unit Organisasi : 4.01.14.01 Kecamatan Sukamaju
NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) { REALISASI
2019 2019 l 2018
PENDAPATAN - LRA 177.852.600,00 165.102.600,00 92,83 | 148.877.240,00
~ —— e
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 177.852.600,00 165.102.600,00 | 92,83 I‘ 148.877.240,00
1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 177.852.600,00 165.102.600,00 92,83 | 148.877.240,00
|
e e e
5 BELANJA 2.818.232.000,00 2.816.530.516,00 99,94 | 3.105.883.315,00
5,4 BELANJA OPERASI 2.762.704.200,00 2.761.002.716,00 99,94 \ 3.022.308.315,00 |
5.1 Belanja Pegawai 2.108.332.000,00 2.108.309.820,00 100,00 | 2.472.338.981,00
§i1.2 Belanja Barang dan Jasa 654.372.200,00 652.692.896,00 99,74 | 549,969.334,00
5.2 BELANJA MODAL 55.527.800,00 55.527.800,00 100,00 | 83.575.000,00 |
5:2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.527.800,00 55.527.800,00 100,00 ‘ 83.575.000,00 |
SURPLUS / (DEFISIT) (2.640.379.400,00) (2.651.427.916,00) |m,42‘{ (2.957.006.075,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.640.379.400,00) (2.651.427.916,00) 100,42 | (2.957.006.075,00)

MASAMBA, 31 December 2019

CAMAT SUKAMAJU
Cal
MU PAJAR, SP [

NIP. 19651234 198711 1015

|
Halaman 1 dari 1 ]
 LAPORAN REALISAST ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH J




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungs! Penunjang hE
Bidang Pemerintahan : 4 .01 Administras| Pemerintahan |
Unit Organisasi 14.01.14 Kecamatan Sukamaju
Sub Unit Organisasi @ 4.01.14.01  Kecamatan Sukamaju 7
= == - ¥ E—
RAIA SALDO SALDO KENAIKAN/ , " ;
e ey 2019 2018 (PENURUNAN) | oo |
- SN R S — S— S
KEGIATAN OPERASIONAL Lk s g 1 ‘
8 PENDAPATAN - LO 165.102.600,00 148.302.600,00 16.800.000,00 | 11,33
8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 165,102.600,00 148,302.600,00 16.800.000,00 | 11,33 ';.
8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0,00 0,00 U'mi 0,00 |
8.:1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 165.102.600,00 148.302.600,00 16.800,000,00 | 11,33 |
2.5 Pendapatan Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0,00 0,00 0,00 | 0,00
8.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
8.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 0,00 00 0,00 | 0,00 |
8.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0,00 0,00 0,00 | 0,00
8.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - 1O 0,00 0,00 0,00 0,00 |
8.2.4 Bantuan Keuangan - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 |
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0,00 0,00 0,00 o,m?
8.3.1 Pendapatan Hibah - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 |
§.3.2 Dana Darurat - LO 0,00 0,00 0,00| 0,00 |
8.3.3 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00 | 0,00
9 BEBAN 2.798.949.719,23 3.122.062.475,10 (323.112.755 87) (10,35) |
g Beban Pegawal - LO 2.093,868.491,00 2.523.666.101,00 (429.797.610,00) | (17,09) |
9.1.2 Beban Barang dan Jasa 652.321.087,23 549.996.580,10 102.324.507,13 | 18,60 |
9.1 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 o,ool
9.1.4 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00 | 0,00
9.1.5 Beban Hibah 0,00 0,00 0,00/ 0,00/
9.1.6 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 |
9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 52.760.141,00 48.399.794,00 4.360.347,00 9,01
9.1.8 Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
9.1.9 Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00 | 0,00
9.2.1 Beban Transfer Bagl Hasil Pajak Daerah 0,00 0,00 o,m‘ 0,00 |
(N Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 | 0.00\
8.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 u'mll 0,001
: =

Halamanldari}:‘



: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 .01 Administrasi Pemerinitahan !
Unit Organisasi :4.01,14 Kecamatan Sukamaju |
|
: 4.01.14.01 Kecamatan

Sub Unit Organisasi  : Sukamaju : |
URUT SALDO SALDO KENAIKAN/ % '
NO. URAIAN e (PENURUNAN) (%) !
9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 |
9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 u,mi
9.2.6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 |
9.2.3 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2.633.847.119,23) (2.973.759.875,10) 339.912.755,87 | (11,43)|
KEGIATAN NON OPERASIONAL |

B.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 |
8.4.2 Surplus Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 574.640,00 (574.640,00) (100,00) |
8.4.4 Surplus Mutasi Aset Tetap Antar SKPD 11.050.000,00 0,00 11.050.000,00 0,00 |
9031 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 |
9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 |
9.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3.4 Defisit Mutasi Aset Tetap Antar SKPD 22.825.000,00 0,00 22.825.000,00 0,00 |
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (11.775.000,00) 574.640,00 (12.349.640,00)|  (2.149,11) |

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (2.645.622.119,23) (2.973.185.235,10) 327.563.115,87 (11,02)

POS LUAR BIASA |

8.5.1 Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4.1 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 |
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00 |

SURPLUS/DEFISIT-LO (2.645.622.119,23) (2.973.185.235,10) 327.563.115,87 (11,02) |

e e
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LAPORAN OPERASIONAL Halaman 2 dari 3 |
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Per 31 December 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)
Tt 4.01 Urusan Pemerintahan Fungs! Penunjang Administrasi Pemerintahan
: 4.01.14 Kecamatan Sukamaju

1 4.01.12.01 Kecamatan Sukamaju
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